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ABSTRAK

Farina Annisa, 04193047, Dampak Kebijakan Restrukturisasi Organisasi
Pemerintah Provinsi Sumatera Baral Tahun 2008 terhadap PNS (Studi pada
Dinas Koperasi Perindusirian dan Perdagangan Pemerintah  Proviosi
Sumatera Barat), Jurusan Tlmu Politik Fakultas Ilmu Sesial [lmu Politik
Universitas Andalas Padanp.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dampak kebijakan restruktunisasi
orpanisssi berupa penpgabungan dua dinas terhadap PNS di Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdapangan Pemerintah Provinsi Sumaters Barat, yang dilibat
dan aspek fisik. psikis, lingkungan, ekonomi, dan sosial personal dan dan aspek
penempatan PMS. Konsep yvang dipunakan dalam penelitian ini adalah konsep
dampak kebijakan, organisasi, restrukturisasi, downsizing, dan penempatan PNS.

Metode vang dipunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif’ dengan tipe
deskriptif. Adapun teknik wvang digunakan dalam pengumpulan data adalah
kuesioner dan dokumentasi, Sedangkan analisa data menggunakan program SPSS
15.00.

Dari penclitian yang dilakukan di Japangan, ditemukan data bahwa
dampak kebijakan restrukturisasi organisasi Pemerintah Provinsi Sumaters [Barat
berupa penggabungan dua dinas di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Provinsi Sumatera  Barat vang dilihat dan aspek fisik, psikas,
lingkungan, ekonomi, dan sosial personal berkatepori buruk atau berkategori
damipak yang tdak diinginkan sebesar (59,3%) dan berkategori baik atau
herkategori dampak vang  diinginkan sebesar (40,7%). Dampak kebijakan
restrukturisasi  organisasi  Pemerintah  Provinst  Sumatera Barat berupa
penggabungan dua dinas di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Provinsi Sumaters  Barat yang dilihat dari aspek penempatan PRS
berkategori buruk atau berkategon dampak yang tidak diinginkan sebesar (57,6%)
dan berkatepori baik atan herkategori dampak yang diinginkan sebesar (42, 4%).

Keata Kunci: Dampak Kebijakan Restrubturivasi Organisasi, Pasting PNS
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1.1. Latar Belakang

Runtuhnya rezim Orde Baru vang ditandai dengan lahimva gerakan
reformasi, telah mampu membawa perubahan dalam sistem pemerintaban di
Indonesin, dan sistem  pemenntdhan  vang  senfralisnk menjadi sistem
desentralistik melalwn Undanp- Undang Nomor 22 tahun 1999 fentang
Pemerintaban Daerah. Sistem desentralisasi ternyata tidak hanva memberikan
manfaat tetapi juga beberapa dampak negatif, karena dalam praktiknya, UL No.
22 /1999 dinifat belum sepenubnya memberikan dampak positif bagi perbaikan
tatd  pemerintahan  (dacrah) di  Indonesia  sehingga  substansi  maupun
implementasinya masth perly disempumakan demi terwujudnva goed local
goverdance, Dengan demikian pemeriniah melakukan revisi terhadap sistem vang
desentralistik tersebut melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah',

Denpan dumplementasikannys Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
temtang Pemerintahan Daecrah, maka salah sam tupas pemerintah dacrah adalah
melabukan penataan ulang atan restrubturizasi terhadap birokrasinya vang sejalan
Jengan perubahan paradigma penvelenpgaraan pemerintahan serta dalam rangka

mewujudkan tata pemerintahan vang haik dan bersih (Good Governance) di

Lows Dwivanto, Mewwfudban Cood Sovernance Melalui Pelavawan Publi, Gadjah  Mada
corversity Press, YWomyakarta, 2005, hal. TO-TE.
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daerah. Restrukturisasi atmu penataan terhadap oreanisasi perangkat kerja
pemenntahan daerab pada prnsipnyva dilabukan untuk meociptakan orgamsas
pemerintahan yang efcktif , dinamis efisien, struktur vang ramping dan kaya
funpsi. Karena denpan organisssi perangkal Kera yang besar, disamping
menyebabkan tidak responsifnya perangkat kerja pemerintah daerab dalam
menghadapt dinamika perubahan juga akan berdampak pada semakin besamya
anpgaran  untuk sekior aparatur, Dengan  demikian, melaloi  resoukiurisas
birokrasi, pemerintzh daerah diharapkan mampu menjalankan tugas pokok dan
fungsinva dengan baik dan schat.,

Secara kelembagaan, restrukturisasi dalam lingkungan instansi publik
terqadi karena terdapat beberapa kelemahan ataw kekuranpan vang terjadi pada
organisasi instansi publik tersebut, antars lain sebagai berikot®;

1. Bentuk organisasi vang relatif masih besar;

2, Kecendrangan instansi  pemerintah untuk mengembangkan  besaran
organisasi instansi masing-masing;

3. Terdapainva penanganan urisan pemerintaban dan pembangunan yang
tunpang tindih antara instansi sate dengan instansi lainnya;

4. Kurang proporsionalnya antara visi, misi, dan bebap kerja organisas]
dengan hesaran organisasi;

Hecara  normatif, penataan terhadap organisasi  perangkat  kerja
pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Crzanisasi Perangkat Dacrah vang merupakan pengganti dari PP No. 84 Tahun

" sedarmayanti, (Food Governance (Kepemerintalon Yang Buik) Dalom Rargha Otenomi Daerah,
_cova Membanganmun  Chpamisasi Efekiit oan Efisien Melshul  Restrwdnerisast o
“zmbardapaan, Mandar Majw, Bandung, 2003, him. 35-36.
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2001y dan PP Nomeor 8 Tahuan 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Dacrab
vang dinilal belum eubup mampu  memberikan pedoman yang menyeluruh bapi
penyvusunan dan pengendabian organisasi perangkat daerah vang dapat menangani
seluruh wrusan  pemerintahan.  Peraturan  Pemerintah ini pada  prinsipnya
dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada dagrah (provinsi
dan kabupaten/kota) dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuon daerah masing-masing sertz adanva
koordingsl, integrasi, sinkronizasi, simplifikasi dan komunikasi kelembagaan
antara pusat dan daerah. Besaran organisasi perangkal dacrah sekurang-kurangnyva
mempertimbangkan fakior kevsngan, kebutuhan daerah, cakupan tugas vang
meliputi sasaran tugas yvang harus diwijudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas
wilavah kega dan kondisi peografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi
dacrah vang bertalian dengan urusan yang akan ditanpani, sarana dan prasarana
penunjang tmgas. (Meh karena im kebutuban akan organisasi perangkat dacrah
bazi masing-masing daerah tidak selalu sama atau seragam.
Berdasarkan PP Momor 41 Tahun 2007 ini terdapat uralan bahwa
perangkat daerah terdin dari:
2. Sekretarial merupakan unser siaf yang membantu penvusunan kebijakan
dan koordinasi,
0. Inspektorar sebagal unsur pengawas,

= Badan sebapal unsur perencana,

frd
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d. Lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah
dalam  penyvsunan dan pelaksanaan kebijakan daerah vang  bersifat
spesifik,

e. Dinas daerah sebagai unsur pelaksana urusan daerah.

Sehubungan denpan hal g, maka dalam rangka memenutn tuntutan
terhadap terwujudnya organisasi perangkat kega Pemenntah Dacrah vang efekiif]
efisicn dan dinamis, Pemenntahan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja atan
yvang dikenal dengan Struktur Crganisasi Tata Kerja {SOTK) pada tanggal 17
Januari 2008, Besaran organisasi peranghkat daerah ditetapkan berdasarkan
variabel vang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat yang berpenduduk lebih
kurang 4.8 juta jiwa dengan luzs wilayah sekitar 42,297 30 km2 serta jumlah
APBD Provinsi sebesar Rp. 1.419 triliun. Setelah dilakukan pembobotan terhadap
ketipa wariabel tersebut, diperoleh skor 68°. Skor 68 diperoleh herdasarkan
pedoman penelapan vanabe] besaran organisasi perangkat dacrah untuk kategon

provinsi', maka pembobotan Provinsi Sumatera Barat memiliki nilai ;

frsalah rapar paripurna DPFRD Provinsi Sumatecre Baret tentang Pengumbilan Keputuszn
tzriadap Ranperda tentang SOTE, hlm. 7.
- Terdapat pada lampiran PP Mo, 41 Tahun 2007 1entang Organisesi Perangkar Dagrak,
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Tabel 1.1

Penetapan Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah

fig 1] Variabel Kelas interval Milai
< B0, &
Jumlah penduduk (fiwz) 7,500,001 - 15000000 6
| uniuk Provinsi di Pulau 15008000 - 22.500.000 24
Jawa 22 500,001 — 30,044,000 32
s _ESOnneex 000} od0
<] SO.000 5
Juimlah penduduk (fiwa) 1.500.008 —2.000.000 I 16
2, | untuk provins! di luar 3.000.001 — 4,500,000 | 24
pulau jaws 4500001 = 6, MMM 32
e, (0 0D 40
- Tass: vilayah (ko) m_ﬂ;]jn_. Dzur:'r].nun 17 4
3| AARETTAL O 301001 - 30,000 21
e 30,001 — 40000 28
=4 0.000 35
= 20,000 f]
Luas Wilayah 2000071 — 455,000 14
4. (km2untuk Provinsi di I OH — fl M} 21
e Pulay Jawa G001 — B0,000 a5
L = B 00K 33
<Rp 500.000,000,000, - 5
Rp S00.000.000.001,00 - Rp 1.600.000.000000,00 | 10
¥, Jumlah APRD HEp LAGOA00.000.00L,00 - Rp LSM000.00L00400 | 15
' Fp 1.300.000.000.001,-- Ep 2000000000, 00, 20
=2.000.000.000.000,- o

Selanjutnya | seseai dengan pasal 20 ayat (2) PP No. 41 tabun 2007, maka

besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 {empat puleh) sampai

dengan 70 (tujuh puluh), harvs memiliki perangkat organisasi schagai berikut® -

=

Sekretariat Daerah terdin paling banyak 3 asisten dan masimg-masing

asisten terdin dar paling banyak 3 biro dan masing-masing Bire terdin

dari paling banyak 4 Bapian dan masing-masing Bagian terdin dan paling

banyak 3 Subbagian,

Sekretariar DPRD terdiri dari paling banyak 4 Bagian dan masing-masing

Bagian terdin dan paling banyak 3 Subbagian,

“e= e olan berdasarkan variabe! mt distur delam PP 4UZ007 pasal 20 avar {20,
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KESIMPULAN DAN SARAN

T.1. Kesimpulan
l. Dari hasil penelition yang dilakukan mengenai dampak  kebijakan
restrukiurisasi organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa
penggabungan dua dinas terhadap PNS, dapat diperaleh kesimpulan
bahwa dampak kebijakan penggabungan dua dinas terhadap PNS jika
ditinjau dari lima (5) aspek, yaitu aspek fisik, psikis, lingkungan,
ekanomi, dan sosial personal, maka sehesar (59,3%) merupakan dampak
vang fidak diinginkan atau berkategori burek dan dampak  yang
diinginkan atau berkategori baik schesar (40,7%), Dampak vang tidak
diinginkan ini menggambarkan bahwa sebapian besar PNS  tidak
menyetujui kebijakan pengeabungan dua dinas dengan persepsi bahwa
kebijakan penggabungan dua dinas bukan merupakan pilihan vang tepat.
yang menimbulkan tasa tidak percaya din dan rasa ingin menolak tapi
tidak mampu mempengaruhi  kebijukan yang  telah  ditetapkan,
menvebabkan ketidaksetujuan terhadap perubahan lingkungan kerja, dan
menyebabkan peningkatan kegiatan atan pekerjaan. Dampak vang
diinginkan atau  berkategori  baik  bersumber dari  kebijakan
penggabungan dua dings membantu PNS dan aspek ckonomi, vang

sehagian besar berupa tunjangan perjalanan dinas,

|07
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Ldampak kebijakan penppabungan duz dinas terhadap PNS vang ditinjau
dari aspek penempatan (posting) PNS memiliki dampak yang tidak
diinginkan atau berkategori buruk sebesar (37,6%) dan dampak yang
diinginkan atau berkatepori baik sebesar (42.4%). Dampak vang tidak
diinginkan atau berkategori buruk berasal dari ketidaksesuaian jabatan
pada dinas setelah digabung dengan vang diinginkan, karena hanya
sebesar (1,7%) responden vang memiliki jabatan lebih tingei pada dinas
setelah dipabung, sebesar (16,9%) responden memiliki jabatan vang
lebih rendah pada dinas setelah digabung, sisanya memiliki jabatan yang
sama dengan dinas sebelum dipabung. Dampak vang vang tidak
dunginkan juga terjadi oleh karena belum sesuainya penempatan PNS
pada jabatan strukiural dengan peosedur penempatan PNS dengan alasan
belum maksimalnys pelaksanaan analisis jabatan dan beban keda, sulit
menerapkan merit ysfem sehingga kental dengan nuansa poelitis, dan
kurang berfungsinya Baperjakat. Selain iy, juga disebabkan oleh adanya
peningkatan beban kega yang akan dikelola pada. Dampak vang
dungmban atau berkategori baik didukung vleh oleh kesesusian jabatan

PMS pada dinas setelah digabung dengan latar belakang pendidikan,
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